
I SALINAN I 

WALIKOTA SIBOLGA 

PROVINS! SUMATERA UTARA 

PERATURAN WALIKOTA SIBOLGA 
NOMOR 20 TAHUN 2015 

TENTANG 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA 
NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH 

KOTA SIBOLGA NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA SIBOLGA, 

I • 

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan 
Daerah Kota Sibolga Nomor 06 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 
Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Usaha pada tanggal 22 
April 2015 dan telah diundangkan dengan Lembaran Daerah 
Kota Sibolga Nomor 6 pada tanggal 22 April 2015 ,  dan untuk 
pelaksanaannya ditetapkan dengan Peraturan Walikota; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang 
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 
06 Tahun 2015 ten tang Perubahan Atas Peraturan Daerah 
Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 ten tang Retribusi Jasa 
Usaha; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt. Tahun 1956 tentang 
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar dalam 
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 

2 .  Undang-Und~ng Nomor 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia 
Urusan Piutang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1960 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2104) ;  

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 4 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang ... 



4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 4400); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 ,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2 0 1 1  tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2 0 1 1  Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015  Nomor 58,· Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

10 .  Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981  tentang 
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1 9 81 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3258);  

1 1 .  Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/K~ta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82,  Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

1 2 .  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua 

• , Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

13. Peraturan... 



13.  Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 9 Tahun 2008 tentang 
Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Kota Sibolga 
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2008 Nomor 9); 

14 .  Peraturan Daerah Kata Sibolga Nomor 1 1  Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Sibolga 
(Lembaran Daerah Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 1 1 )  
s e b a g a i m a n a  telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 10 Tahun 2012  
(Lembaran Daerah Kata Sibolga Tahun 2012 Nomor 10); 

15.  Peraturan Daerah Kata Sibolga Namar 8 Tahun 2009 tentang 
Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah 
Kota Sibolga Tahun 2009 Nomor 8); 

Menetapkan : 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN 
PERATURAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 6 TAHUN 2015  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA 
SIBOLGA NOMOR 5 TAHON 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA 
USAHA. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 

1 .  Daerah adalah Kota Sibolga. 

2. 
0 

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sibolga. 

3. Walikota adalah Walikota Sibolga. 

4 . ·  Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kata 
Sibolga. 

5. Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang 
retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

6. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan 
Daerah sebagai pembayar~n atas jasa atau pemberian izin tertentu yang 
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk 
kepentingan orang pribadi atau Badan. 

7. Badan . . .  



7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan 
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan 
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan 
lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah 
(BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, 
dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, 
organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan 
lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap. 

8. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang 
menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat 
dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. 

9. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah 
Kota dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya 
dapat pula disediakan oleh sector swasta. 

10 .  Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan 
perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran 
retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu. 

1 1 .  Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas 

waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan 
tertentu dari Pemerintah Kota Sibolga. 

12 .  Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah 
bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan 
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah 
melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota. 

Pasal 2 

Memberlakukan Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 6 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sibolga Nomor 5 Tahun 2012 tentang 
Retribusi Jasa Usaha. 

BAB II 
PELAKSANAAN 

I • 

Pasal 3 

Pelaksanaan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 
pelaksanaan teknisnya diserahkan kepada Kepala Dinas Perhubungan, 
Komunikasi dan Informatika Kota Sibolga, dan dalam melaksanakan tugasnya 
bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. 

BAB III . . .  

4  

r .  

t  



BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 4 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar. setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga. 

Ditetapkan di Sibolga 
pada tanggal 30 Juli 2015 

WALIKOTA SIBOLGA, 

dto 

M.SYARFIHUTAURUK 

Diundangkan di Sibolga 

pada tanggal 3 1  Juli 2 0 1 5  

SEKRETARIS DAERAH, 

dto 

MOCHAMAD SUGENG 

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2015 NOMOR 20 

S · · · denga slinya 
/J::Z ·f· 

f AN UM, 

t-·��� 
GALUNG SH 

• 
Pembina Tk. (IV /b) 

NIP. 19611 109  199203 1 005 


